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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LUWU TIMUR 
  
 
 

Menimbang 
 
 

 

 

 
 

: a. 
 
 

 
 
 

 
b. 
 

 

bahwa dalam rangka kelancaran Penatausahaan Keuangan 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu  Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu 
membuat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu 
Timur Tahun Anggaran 2022; 
bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. 

Mengingat : 1. 
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Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 4270); 
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);   
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008; 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 
2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Nomor 89); 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor  8 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur  Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Nomor 103); 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13); 

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80); 
 

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 
Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada 
Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 
tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun 
Anggaran 2022. 

.  
 

M E M U T U S K A N 
 

 
Menetapkan   : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG 
PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN 
(PPK)  

 
KESATU : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana 
tercantum dibawah ini.    
Nama        :  ICHSAN NUR FASAH, SE 
Pangkat    :  Penata Muda Tk I 
N I P         :  19830825 200701 1 004  



KEDUA 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
KETIGA 
 

 
KEEMPAT 

: 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
: 
 
 

: 

Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai 
berikut: 
 
a.   Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan 

Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan 
diketahui/disetujui oleh PPTK; 

b. Meneliti SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan 
Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan bendahara pengeluaran; 

c. Melakukan Verifikasi SPP; 
d. Menyiapkan SPM; 
e. Melaksanakan Akuntansi SKPD dan; 
f. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD. 

 

Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak boleh merangkap 
sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 

  
 
   
  Ditetapkan di Malili 
  Pada Tanggal,  7 Maret  2022   
 
  Kepala Dinas, 
 
 
   
 
        ANDI HABIL UNRU, SE 
  Pangkat : Pembina Tk. I 
  NIP        : 19641231 198703 1 208  
 
 
 

 

 

 

 


